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ABSTRACT 

Effectiveness of the Implementation of the SOP for the Recommendation 
of the Educational Unit Oper ating Permit (SD) 

in the Probolinggo District 

Yunita Nur Laili 
Universitas Terbuka 

hardhany.yunita@gmail.com 

This study aims to ( I). To analysis the effectiveness of the implementation 
of the SOP in providing recommendations for operational licenses of the 
Elementary School (SD) in the Probolinggo District Education Office. (2). To 
disclose supplementary factor implementation of the SOP for the recommendation 
of the operational license of the Elementary School (SD). (3). To disclose 
inhibition factor to come in implementation SOP for the recommendation of the 
operational license of the Elementary School (SD). 

The focus of this study is to use internal process approach to measure 
organizational effectiveness. 

The point of Internal Process Approach, that the process can be operate 
with effective altough with obstacles that faci lities and infrastructure can be full 
with elementary schoo I. 

Keywords: Effectiveness, Standard Operating Procedure (SOP) 
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ABSTRAK 

Efcktivitas Pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) Rekomcndasi Ij in 
Operasional Satuan Pendidikan (SD) di Kabupaten Probolinggo 

Yunita Nur Laili 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bcrtujuan untuk (I). Untuk menganalisis efektivitas 
pelaksanaan SOP dalam pemberian rekomendasi ijin operasional Satuan 
Pendidikan (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. (2). Untuk 
mengungkap faktor pcndukung pelaksanaan SOP rekomendasi ijin operasional 
Satuan Pendidikan (SD). (3). Untuk mengungkap kendala dan faktor penghambat 
yang dihadapi dalam pelaksanaan SOP rekomendasi ijin operasional Satuan 
Pendidikan (SD). 

Fokus pcnelitian ini adalah menggunakan pendekatan proses untuk 
mengukur efektivitas organisasi. 

Disimpulkan bahwa Pendekatan Proses (Internal Process Approach). 
Proses pelaksanaan rekomendasi ij in operasional sudah terlaksana dengan efektif 
walaupun dengan kendala bahwa pemenuhan sarana dan prasarana sekolah belum 
dapat terpenuhi. 

Kata Kunci : Efektivitas, Standart Operasional Prosedur (SOP) 
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T APM yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan SOP (Standar Operasional 
Prosedur) Rekomendasi ljin Operasional Satuan Pendidikan (SD) di K.abupaten 
Probolinggo adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip 
maupun dirujuk telab saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari 
ternyata ditemukanadanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerirna 
sanksi akademik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo merupakan institusi pelaksana 

kewenangan Bupati Probolinggo dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu Renstra 

2013-2018 ini tidak lain adalah sebagai tindak lanjut perencanaan pada tingkat 

SK.PD yang bertujuan 1nendukung dan mewujudkan visi dan misi pemerintah 

Kabupaten Probolinggo seperti tertuang di dala1n Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2013-2018, khususnya pada 

bidang pendidikan dan merujuk juga kepada Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan Nasional, sehingga Dinas Pendidikan juga memiliki tugas untuk 

menyukseskan program-program nasional bidang pendidikan. 

Di Kabupaten Probolinggo, pembangunan pendidikan dilaksanakan 

dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 

2008 lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2005·2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 

Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) K.abupaten Probolinggo Tahun 2013-2018, yang memuat visi 

Tenvujudnya Kabupaten Probolinggo yang .'5ejahtera, Berkea1/ilt1n, Mandiri, 

Berwawasan Lingkungan dan Berakhlttk Mulia. 

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Bahwa untuk 111elaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (I) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk 
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Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati 

Probolinggo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas clan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kahupaten Probolinggo. 

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 

pendidikan, Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

·~· 
·M.u61iM"*' 

Gambar 4.1 
Bagan Struktur Organisasi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo 

~· 
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·~=~!7-~
~t:-·· .. 
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Dari bagan di atas dapat diuraikan tugas dan fungsi dari Kepala Dinas 

selaku pengambil kebijakan, Sekretaris Dinas sebagai bagian yang memberikan 

pelayanan tehadap seluruh Satuan Pendidikan baik itu PAUD dan Non Formal, 

serta pendidikan dasar SD dan SMP, kemudian Bidang Pembinaan SD yang turut 

melayani terkait rekomendasi ijin operasional Satuan Pendidikan SD 

1.1. Tugas dan Fungsi 

1.1.1. Kepala Dinas Pendidikan 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

Pemerintahan dibidang Pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada 

dacrah. Dala1n 1nclaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini 

clan Pendidikan Non Fonnal mengacu standar nasional pendidikan; 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, pembinaan bahasa dan 

sastra daerah; 

c. Pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kinerja layanan Pendidikan Dasar, 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 

d. Pclaksanaan administrasi rckomendasi izin Pendidikan Dasar, Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh 

masyarakat; 

e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsionat Dinas 

Pendidikan: 

f. Penataan dan pe1nerataan pcndidik dan tenaga kependidikan dalam daerah; 

g. Pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
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1.1.2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas melak:sanakan urusan dan memberikan 

pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan. 

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan 

tatalaksana; 

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, pcrencanaan dan barang milik daerah; 

c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang 

milik daerah pada dinas pendidikan serta upt; 

d. Pengoordinasian clan pengumpulan data penyusunan rencana program dan 

anggaran; 

e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung 

ja waban keuangan; 

f. Penyusunan, pclaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar operasional 

prosedur (sop); 

g. Pengoordinasian penyusunan pcraturan perundang-undangan; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

1.1.3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mcmpunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan peru1nusan dan pelaksanaan kebijakan 

pe111binaan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang 

Pe1nbinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan kegiatan kurikulum dan penilaian. 

kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan 

karakter Sekolah Dasar; 

b. Penyusunan bahan koordinasi kebijakan kegiatan kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan 

karakter Sekolah Dasar; 

c. Pelaksanaan kebijakan kegiatan kurikulum dan penilaian, kelemhagaan dan 

sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; 

d. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar; 

c. Penyusunan bahan reko1nendasi izin pendirian, izin operasional, penataan dan 

penutupan Sekolah Dasar; 

f. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan clan 

sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; 

g. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam 

daerah~ 

h. Pe\aksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan 

karakter Sekolah Dasar; 

l. Pelaporan kegiatan kurikulum dan penilaian, kelcmbagaan dan sarana 

prasarana scrta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; 

J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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1.1.3.1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD 

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD mempunyai tugas melakukan 

penyusunan bahan perumusan, pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 

pelaporan kebijakan kurikulum, penetapan kurikulum muatan local dan penilaian 

Sekolah Dasar serta pembinaan bahasa sastra penutur dalam daerah. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kurikulu1n dan Penilaian SD mempunyai 

fungsi: 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah 

Dasar; 

b. Penyusunan bahan koordinasi kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah 

Dasar; 

c. Penyusunan bahan penetapan k:urikulum muatan lokal dan penilaian Sekolah 

Dasar; 

d. Penyusunan baban pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah 

Dasar; 

e. Penyusunan bahan pen1binaan bahasa dan sastra daerah yang penutumya dalam 

daerah; 

f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 

penilaian Sekolah Dasar; 

g. Pelaporan kegiatan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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1.1.3.2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai tugas 

melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan kelembagaan, sarana dan 

prasarana, penerbitan izin pendirian, penataan, penutupan, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Ke!embagaan dan Sarana Prasarana SD 

mempunyai fungsi : 

a. Pcnyusunan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana 

Sekolah Dasar; 

b. Penyusunan bahan koordinasi kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana 

Sekolah Dasar; 

c. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah 

Dasar; 

d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan dan 

penutupan Sekolab Dasar; 

e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana 

prasarana Sekolah Dasar; 

f. Pelaporan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

1.1.3.3, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD 

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai 

tugas 1netakukan penyusunan bahan perumusan, pctnbinaan, pemantauan, evaluasi 

dan pe!a{X)ran kebijakan pe1nbinaan n1inat, bakar, prestasi serta pembangunan 

karakter peserta didik Sekolah Dasar. Da!am me!aksanakan tugas sebagaimana 
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dimaksud pada ayat ( l ), Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

SD mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, 

prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; 

b. Penyusunan bahan koordinasi kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, 

prestasi clan pembangunan karakter pcserta didik Sekolah Dasar; 

c. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi clan pembangunan 

karakter peserta didik Sekolah Dasar; 

d. Penjaisunan bahan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, 

bakat, prestasi serta pe1nbangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; 

e. Pelaporan kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan 

karakter peserta didik Sekolah Dasar; 

f. Pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

8. Hasil Penelitian 

1. Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Ijin Operasional 

Satuan Pendidkan (SD) di Kabupaten Probolinggo 

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai 

suatu hasil yang diinginkan, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) 

merupakan bagian dari perencanaan yang sedang dijalankan dan digunakan untuk 

memberi bimbingan bagi tugas-tugas yang dilakukan bcrulang-ulang dalam sebuah 

organisasi. 

Penelitian ini mengamati tugas rutin yang dilakukan Dinas Pendididkan 

K.abupaten Probolinggo apakah sudah sesuai dcngan Standar Operasional 
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khususnya dalam hal pemberian rekomendasi ijin operasional, kemudian cara yang 

dilakukan apakah sudah efektif dan persyaratan operasionalnya. 

Standar Operasional Prosedur yang kami pahami disini adalah instruksi 

tertulis sederhana untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif 

dalam rangka memenuhi persyaratan operasional sebagaimana yang disampaikan 

oleh Adrinal Tanjung dan Bambang Subagjo (2012:18) 

Berikut Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Ijin 

Operasional Satuan Pendidkan (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemohon mengambil formulir dari loket formulir dan petugas loket memberikan 

formulir sesuai dengan ijin yang akan diurus oleh pemohon. 

2. Setelah fonnulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke front 

o_ffice. 

3. Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas di .front office. Apabila bcrkas 

tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi. Apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, kemudian 

petugas .front office akan menyerahkan berkas tersebut kepada Bidang 

Pembinaan SD 

4. Berkas diterima oleh staf Bidang Pembinaan SD untuk kemudian di verifikasi 

dan dilakukan survey lapangan, berkas yang dimaksud me!iputi: 

a. Surat pengajuan tanda tangan Kepa\a Sekolah mengetahui Koordinator 

Wdayah 
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b. Profit Lembaga 

)> Struktur Organisasi dan Komite 
)> Visi Misi Sekolah 
)> Tujuan 
)> Sasaran 
)> Program 
)> Poto Kegiatan clan Gedung 
)> Jumlah Guru 
)> Jumlah Ron1bongan Belajar 
)> Jumlah Siswa 
)> Ketersediaan sarana dan prasarana 
)> Dokumen kepemilikan tanah 

5. Sete\ah melakukan survey lapangan, maka staf Bidang Pembinaan SD seksi 

Kelembagaan Sarana dan Prasarana akan membuatkan rekomendasi untuk 

dinaikkan ke Kepala Dinas Pendidikan. 

6. Kurang lebih satu sampai dua hari rekomendasi akan turun dari Kepala Dinas, 

di petugas front office. 

7. Front office akan memberikan informasi pada Bidang Pembinaan SD bahwa 

rekomendasi ijin operasional sudah turun, dan staf Bidang Pe1nbinaan SD Seksi 

Kele1nbagaan Sarana dan Prasarana akan menghubungi pemohon untuk 

mengambil rekomendasi tersebut. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas sehari-hari yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo adalah sudah sesuai 

dengan instruksi tertulis atau yang disebut dengan Standar Opcrasional Prosedur. 
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2. Efektivitas Pelaksanaan SOP Dalam Pemberian Rekomendasi ljin 

Operasional Satuan Pendidikan (SD) di Kabupaten Probolinggo 

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SOP dalam pemberian 

rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan (SD) pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo, peneliti menggunakan teori Menurut Emir Ramadhana 

Putra dala1n 

https://www .academia.edu/9925922ffeori _ Efektivitas _ Organisasi, 

blognya 

untuk 

mengukur akifitas itu efektif ada tiga pendekatan yang salah satunya adalah 

pendekatan proses (internal process approach) yaitu Pendckatan proses 

menganggap sebagai efisiensi clan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. 

Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan tancar dimana kegiatan 

bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan 

yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang 

menggambarkan tingkat efisicnsi serta kesehatan lembaga (Cunningham, 1978: 

635). 

a. Proses internal yang berjalan lancar 

Untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua 

kegiatan proses internal atau m1,;kanisme organisasi dapat dikctahui rnelalui 

indikator proses internal yang berjalan lancar. Mengenai ha! tersebut penc!iti 

menanyakan, bagaimana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur reko1nendasi 

ijin operasional satuan pcndidikan SD, apakah prosesnya berjalan !ancar'? Kepala 

Bidang Pembinaan SD Dinas Pendididikan Kabupaten Probolinggo, 1nenyatakan 

sebagai berikut : 
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"Ketika lembaga atau pengguna layanan yang ingin mendapatkan 

rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan (SD) sudah mengikuti 

alur pelayanan yang sesuai dengan SOP Dinas Pendidikan Kabupaten 

Proholinggo, maka saya yakin khusunya para Kepala Sekolah akan 

dapat terlayani dengan baik selama dapat memenuhi semua 

persyaratan yang di1ninta oleh Di.nas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo yang tentunya juga menjadi ketentuan dari Dinas 

Penanaman Modal Satu Pintu mengenai Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB) karena sepanjang ini yang menjadi hambatan kami sebenamya 

mengenai IMB yang belum dimiliki lembaga SD selain sarana dan 

prasarana SD yangjuga masih belum sesuai dengan SPM". 

(Sumber: Wawancara Hari Ka mis, 8 November 2018) 

BO 

Sedangkan salah satu staf di Bidang Pembinaa SD Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo mengatakan sebagai berikut : 

Senada dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang 

Pe1nbinaan SD, dalam pengurusan ljin operasional Satuan Pendidikan 

(SD), bukanlah ha! yang sulit sepanjang seluruh item yang menjadi 

persyaratan kami dapat tersedia dengan baik, namun jika tidak maka 

dikhawatirkan akan mengalami hambatan ketik<1 berkas sudah masuk 

pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai 

instansi atau organisasi pemerintah yang mengeluarkan Ijin 

Operasional terscbut". 

(Sumbcr: Wawancara Hari Kan1is, 8 November 2018) 
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Menurut Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalibuntu I Kecamatan 

Kraksaan, ditanya mengenai bagaimana proses pelaksanaan SOP rekomendasi ijin 

operasional satuan pendidikan SD apakah prosesnya sudah lancar? 

mengungkapkan sebagai berilcut : 

"Proses internal di Dinas Pendidikan untuk pemberian rekomendasi 

ijin operasional sebenarnya sudah berjalan dengan lancar namun 

demikian ada point yang dikeluhkan oleh teman-teman sesama K.epala 

Sekolah yaitu pemenuhan persyaratan untuk sarana dan prasarana 

Sekolah Dasar hal tersebut yang menyebabkan proses pemberian 

rekon1endasi ijin operasional menjadi terhambat karena Sekolah 

belum mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut." 

(Sumber: Wawancara Hari Jumat, 9 November 2018) 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 

Sepuh Gembol I Kecamatan Wonomerto, yang menyampaikan sebagai berikut 

''Untuk pengurusan ijin operasional satuan pendidikan (SD), saya 

secara pribadi tidak mengalami kesulitan untuk memenuhinya karena 

secara administratif persyaratan yang sifatnya dokumen sudah 

tersedia diseko\ah. Pihak sekolah tinggal menggandakan, kalaupun 

ada yang berupa dokumen baru, pasti tidak sulit untuk mclengkapinya. 

Namun ada item yang juga 1nenjadi penghambat yaitu keterscdiaan 

sarana clan prasarana yang belum memadai atau sesuai dengan SPM 

Dinas Pendidikan. 

(Sun1ber: Wav.·ancara Hari Kamis, 15 November 2018 di SDN Sepuh 

Gembol l Kecamatan Wonomerto) 
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Berdasarkan basil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka 

penulis dapat menggambarkan bahwa secara garis besar proses internal pelaksanaan 

SOP sudah berjalan dengan lancar dan efektif namun den1ikian masih ditemui 

kendala yaitu untuk pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana Sekolah Dasar 

yang memang dari Sekolah memiliki keterbatasan untuk memenuhi hal tersebut, 

mengingat anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan tidak bisa sepenuhnya 

ditanggung oleh anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah. Dokumen 

kepemilikan tanah yang jelas juga menjadi penghambat untuk diterbitkannya 

rekomendasi ijin operasional SD. 

b. Proses internal berjalan secara terkoordinasi 

Mengenai indikator ini kami menyampaikan pertanyaan apakah proses 

rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD sudah terkoordinasi dengan 

efektif? Pertanyaan ini kami sampaikan kepada Kepala Bidang Pembinaan SD, 

beliau menjawab bahwa: 

" segala sistem organisasi di Dinas Pendidikan ini sudah terkoordinasi 

dengan baik, tennasuk dalam pelayanan yang kami berikan untuk 

rekomcndasi ijin operasional satuan pendidikan SD, seluruhnya sudah 

terkoordinasi dengan cfektif. Kepedulian, watak seorang pimpinan turut 

membuat koordinasi antar pihak internal menjadi mudah, sehingga kami 

bisa memberikan pelayunan dengan efektif'. 

(Sumber: Wawancara hari Kam1s, tanggal 8 November 2018) 

Hal senada juga disampaikan o!ch salah satu staf Bi dang Pembinaan SD, 

yang menyampaikan: 
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"jika berbicara koordinasi, maka di Bidang Pembinaan SD hal tersebut 

sudah berjalan dengan efektif, masing-masing dari kami sudah mampu 

berkoordinasi dengan efektif apakah itu dengan sesama staf maupun 

dengan pimpinan kita, hal inilah yang n1enyebabkan suasana bekerja 

menjadi nyaman. Tugas kantorpun dapatterselesailcan dengan tepat waktu, 

tennasuk untuk reko1nendasi ijin operasional satuan pcndidikan SD maka 

Sekolah Dasar bisa terlayani dengan efektif, kembali lagi dengan syarat 

asalkan segala persyartannya dapat terpenuhi". 

(Sumber: Wawancara hari K.amis, tanggal 8 November 2018) 

Pertanyaan yang sama ka1ni sampaikan pula kepada Kepala Sekolah SON 

Kalibuntu I Kecamatan Kraksaan, apakah proses internal di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo sudah terkoordinasi dengan efektif? Maka beliau menjawb 

sebagai berikut: 

"jika menurut hemat saya proses internal Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo sudah terkoordinasi dengan efektif, lagi-lagi karena 

komunikasi yang baik dari pihak internal Dinas Pendidik.an Kabupaten 

Probolingo sehingga mempermudah kami ketika itu yang akan mengurus 

rcko1nendasi ijin operasional satuan pendidikan SD di1nana berkas kami 

tersebut seharusnya membutuhkan paraf dari Kepala Bidang Pembinaan 

SD namun ketika itu beliau sedang keluar kota, stafBidang Pembinaan SD 

menghubungi beliau dan berkas kami karena memang sudah lengkap maka 

tetap di naikkan ke Kepala Dinas sehingga dalam prosesnya sudah 

terkoordinasi dengan efektit''. 

(Sumbcr: Wawancara hari Jumat tanggal 9 November 2018) 
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Pertanyaan serupa ka1ni tanyakan pada infonnan lainoya yaitu Kepala 

Sekolah SDN Sepuh Gembol l Kecamatan Wonomerto, beliau menyampaikan: 

"Proses internal di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sudah 

terkoordinasi dengan efektif khususnya untuk pemberian rekomendasi ijin 

operasional satuan pendidikan SD, hal ini dapat dilihat dari ketika kami 

kesulitan untuk me1nenuhi sarana dan prasarana sekolah serta ketidak 

pemilikan kami atas dokumen tanah yang lengkap namun pada 

kenyataannya kami dihadapkan untuk segera mengikuti proses akreditasi 

sekolah, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo memberikan 

kebijakan lain untuk sekolah kami yaitu dengan tetap 1nengeluarkan 

rekomendasi ijin operasional namun dengan catatan akan segera 

memenuhi persyaratan pemenuhan sarana dan prasarana serta dokumen 

kepemilikan tanah dalam jangka waktu tahun berjalan. 

(Sumber: Wawancara hari Kamis tanggal 15 November 2018, di SON 

Sepuh Gembol l Kecamatan Wonomerto) 

c. Memusatkan pada sumber-sumber yang dimiliki 

Dalam me\ayani kebutuhan dari pemohon yang dalam ha\ ini rekon1endasi 

1110 operasional Satuan Pendidikan (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo menjadi sangat penting. Demikian juga halnya dengan pemanfaatan 

sumber-sumber yang ada secara efektif. 

Untuk indikator kali ini, peneliti memberikan pertanyaan apakah sumber

su1nber yag ada sudah dimanfaatkan secara efektif'? 
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Mengenai pemusatan sumber-sumber yang ada, bagaimana sumber yang 

ada dalam organisasi Dinas Pendidikan ini bisa dimanfaatkan secara efektif 

utamanya dalam rangka pemberian rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan 

(SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Kepala Bidang Pembinaan SD 

menyampaikan sebagai berikut : 

"Pegawai khususnya di Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo int selain mengerjakan pekerjaan 

administrasi, mercka juga secara tidak langsung turut memberikan 

pelayanan kepada satuan pendidikan, karena itu kemampuan pegawai 

ini sangat tnenentukan dalan1 pe1nberian pelayanan, kami selalu 

memberikan peluang kepada staf kami untuk terus mengembangkan 

kemapuan mereka melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan 

pelatihan-pelatihan lainnya.". 

(Sumber: Wawancara Hari K.amis tanggal 8 November 2018) 

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh staf di Bidang 

Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. yang mengatakan 

sebagai berikut : 

"Ketersediaan sumber-sumber yang utama adalah sumber daya 

manusia yang handal dan mu1npuni, di bidang Pembinaan SD su<lah 

dirasa cukup efektif. Untuk 1neningkatkan kemampuan pegawainya 

<lilakukan dengan cara mengikutsertakan pegawai pada program

program pelatihan mengenai administrasi, manajemen organisasi, 

kepen1i1npinan sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
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Pemyataan senada juga disampaikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 

Kalibuntu l , yang menyampaikan sebagai berikut : 

"Prosedur pengurusan rekomendasi ijin operasioanl satuan 

pendidikan (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sudah 

lebih mudah dan lebih sederhana. Hal ini karena pemusatan sumber

sumber yang ada pada Dinas Pendidkan Kabupaten Probolinggo 

benar-benar berjalan efektif. Aparatnya bekerja dengan kemampuan 

yang handal disertai pengctahuan yang cukup bagus. Pengetahuan ini 

tentunya didapat dari pendidikan ketika dia sekolah atau saat 

diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan". 

(Sumber: Wawancara Hari Jumat tanggal 9 November 2018) 

Sedangkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sepuh Ge1nbol 1 ditanya 

mengenai bal yang sama: 

"pemusatan su1nber-sumber yang ada pada Dinas Pendidikan K.abupaten 

Probolinggo utamanya untuk pemberian rekomendasi ijin opcrasional sudah 

dimanfaatkan dengan efektif, tidak ada karyawannya yang tidak mempunyai 

tupoksi. Semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sumber lainnya 

sarana dan prasarana yang ada di kantor sangat mendukung untuk terlaksananya 

proses internal dengan efektif, yakni dalam memberikan pclayanan yang terbaik 

khususnya untuk pemberian rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD". 

(Sun1ber Wawancara Hari Kamis, 15 November 2018 di SON Sepuh 

Gembol 1 Kecamatan Wonomerto) 
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Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Bidang Pembinaan SD 

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) dilakukan 

dengan cara menggirim pegawai untuk menggikuti diklat-diklat a tau pelatihan yang 

diadakan oleb pemerintah K.abupaten Probolinggo maupun yang diselnggarakan 

oleh pihak lain. Harapannya dengan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan 

tersebut berguna untuk seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo agar meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja yang cukup 

bagus, sehingga hal tersebut dapat memberikan jaminan pelayanan yang 

memuaskan. 

Menurut Soeroto (2002:31) untuk meningkatkan kemampuan kerja 

aparat/pegawai ada tiga komponen yang meliputi: 

I. U pa ya meogembangkan dan memelihara pertumbuhan rohani dan 

jasmani serta usaha menjaga kesehatan. Jika seseorang memiliki 

pertumbuhan fisik dan psikis yang kuat maka ia akan memiliki 

potensi dan peluang yang besar untuk ditumbuhkan dan 

dikembangkan kemampuan kerjanya. 

2. Upaya bukan hanya terbatas pada kemampuan ratio dan fisik untuk 

memecahkan masalah~masalah yang dihadapi dalam jangka 

pendek, akan tetap mencakup ketahanan, keulctan fisik dan mental 

dalam mengatasi berbagai kesulitan dan tekanan dalam pekerjaan 

sehingga selcsai dan mencapai hasil. 

3. Upaya agar seseorang setclah memiliki kemampuan kerja adalah 

mempekerjakannya untuk membuat agar setiap organisasi yang 
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Melalui peningkatan kemampuan kerja tersebut diharapkan semua 

aparat/pegawai dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan 

yang ada dalam dirinya sehingga diperoleh kerja yang positif yang mendukung 

terciptanya tujuan organisasi. 

Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua 

perangkat, yakni: 

1. Kemampuan lntelektual, adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

menjalankan kegiatan mental. 

2. Kemampuan Fisik, adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan 

dan keterampilan yang sempuma. Dilema utama yang dihadapi oleh 

para atasan yang menggunakan uji kemampuan mental untuk 

seleksi, promosi, pelatihan dan keputusan personal yang sempuma 

adalah bahwa mereka mempunyai da1npak negatif pada kelompok

kelompok ras atau etnik. (Robbins, 2008:41) 

Dalarn organisasi atau instansi kita bisa melihat bahwa dalam penempatan 

pegawai atau aparat pada umumnya semakin tinggi kedudukan seseorang dalam 

organisasi yang lebih diperlukan adalah keman1puan intclcktual yang tinggi dan 

bukan kemampuan fisiknya. Mengenai kesanggupan seseorang memang sangat 

tcrgantung pada kondisi fisik dan psikisnya, yang pada akhirnya akan 

1nc1npengaruhi tingkat kemampuan dala1n 1nelaksanakan pekerjaannya. 
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Jika dikaitkan dengan penelitian maka dengan pemusatan sumber-sumber 

yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang dalam hal untuk 

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur rekomndasi ijin operasional satuan 

pendidikan SD sudah efektif adanya, karena karyawan sebagai sumber daya 

manusia sudah dimanfaatkan dengan begitu efektif agar bisa memberikan 

pelayanan rekomendasi ijin opcrasional kepada satuan pendidikan SD. Ila! tersebut 

terlihat dari terselesaikan tugas tepat pada waktunya, memberikan peluang kepada 

sumber daya manusianya yang ada untuk terus mengembangkan diri dan 

menambah ilmu pengetabuan dengan baik. 

d. Menggambarkan tingkat efisiensi dan kesebatan lembaga 

Standar Operasional Prosedur adalah instn1ksi tertulis sederhana, untuk 

menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi 

persyaratan operasional. Dalam proses pemberian rekomendasi ijin operasional 

satuan pendidikan SD akan selalu ada interaksi antar pemohon dan yang 

memberikan layanan yaitu Kepala Sekolah dengan rekan-rekan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo. Dalam prosenya, melalui salah satu variabel yaitu struktur 

birokrasi sebagaimana disampaikan oleh George C. Edward (dalam Subarsono, 

2011: 90-92). Dimana didalamnya mengatakan semakin panjang struktur 

orgnanisasi maka akan melemahkan system pcngawasan yang dalam h::il ini 

terhadap pe!aksanaan SOP rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD. 

Dalam indikator ini kami mengajukan pertanyaan yaitu: Apakah pelaksanaan 

Standar Operasional Pro:.cdur rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD 

sudah menggambarkan tingkat efisiensi dan kesejahteraan lembaga? 
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Mengenai terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara pihak Dinas 

Pendidikan K.abupaten Probolinggo dengan satuan pendidikan SD, Kepala Bidang 

Pembinaan SD Dinas Pendididikan Kabupaten Probolinggo, menyatakan sebagai 

berikut: 

"Standar Operasional Prosedur yang sudah berjalan sekarang ini 

dibuat untuk tnempermudah pekerjaan katni, n1e1ninimalisir 

kesalahan, sehingga prosesnya sangat mudah untuk diikuti oleh satuan 

pendidikan SD, sehingga menurut saya Standar Operasional Prosedur 

yang sudah berjalan ini sudah mampu untuk menggambarkan tingkat 

ef1siensi organisasi". 

(Sumber: Wawancara Hari Kamis, 8 November 2018) 

Menurut staf Bidang Pemhinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo. yang mengatakan sebagai berikut : 

"Standar Operasional Prosedur untuk rekomendasi ijin operasional 

satuan pendidikan SD sudah dapat diikuti atau dilaksanakan dengan 

baik oleb satuan pendidikan SD, sehingga bisa dikatakan proses 

Standar Operasional Prosedurnya ini sudah menggambarkan bahwa 

efisien, namun demikian tctap ada persyaratan yang dikeluhkan oleh 

satuan pendidikan SD terkait sarana dan prasarana sekolah clan juga 

dokumen kepe1nilikan tanah, karena ha! ini akan menjadi point 

penting ketika nanti berkas sudah masuk di Dinas Penanarunan Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengeluarkan ijin operasional 

SD. (Sun1ber: Wawancara Hari Kamis, 8 November 2018) 
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Sedangkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalibuntu I ditanya mengenai 

apakah SOP yang sudah berjalan khususnya untuk pemberian rekomendasi ijin 

operasional satuan pendidikan SD, mengungkapkan sebagai berikut: 

"Menurut saya Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini terus 

berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk kami satuan 

pendidikan baik SD maupun SMP, segala kemudahan akan terus 

diberikan agar kami satuan pendidikan ini terpuaskan oleh layanan 

yang dibcrikan, dalam ha! ini mengenai Standar perasional Prosedur 

untuk rekomendasi ijin operasional SD, prosesnya mudah untuk 

diikuti dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk rnendapatkan 

rekomendasi asalkan semua persyaratan sudah dapat terpenuhi". 

(Sumber: Wawancara Hari Jumat, 9 November 2018) 

Pernyataan senada juga disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 

Sepu Gembol l, yang menyampaikanjawaban sebagai berikut: 

"Ketika saya mengurus rekomendasi ijin operasional pemah 

mengalami hambatan karena salah satu item persyaratan belum bisa 

kami penuhi mengingat sarana dan prasarana di sekolah kami 

belumlah sesuai SPM karena kami masih kekurangan toilet, ruang 

kelas, dan prasarana lainnya. Sehingga dalam prosesnya kami harus 

menuggu lama, karena waktu itu kami akan mengikuti kegiatan 

akreditasi dimana saiah satu itemnya membutuhkan ijin operasional 

1naka Dinas Pendidikan mengambi! kebijakan dengan tetap 

1nc1nberikan rekomendasi ijln operasional dengan catatan untuk 

diba\va ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
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Pintu sehingga keluarlah ijin operasional clan kami bisa mengikuti 

kegiatan akreditasi sekolah sehingga dari prosesnya sudah 

menggambarkan efisiensi lembaga karena prosesnya mudah diikuti 

dan tidak menghabiskan ban yak waktu". 

(Sumber: Wawancara Hari Kamis, 15 November 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

proses pelaksanaan atau implementasi Standar Operasional Prosedur pemberian 

rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD ini sudah menggambarkan 

tingkat efektif dan efisien sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu prinsip 

dari (iood Governance, kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin tentunya 

dengan melibatkan pertimbangan dari utamanya pihak internal Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo untuk kemudian diimplementasikan untuk menjawab 

kebutuhan dari satuan pendidikan diharapkan mampu untuk berjalan dengan efektif 

dan efisien. Proses Standar Operasional Prosedur yang mudah untuk diikuti oleh 

satuan pendidikan menunjukk:an bahwa SOP tersebut sudah efektif clan efisien. 

Namun demikian ada point yang tidak kalah pentingnya yang merupakan bagian 

dari proses SOP dimana ada pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

satuan pendidikan SD namun mereka sulit untuk 1nemenuhinya sehingga menurut 

penulis hal ini pulalah yang menyebabkan satuan pendidikan SD enggan untuk 

mengurus rekomendasi ijin opcrasional jika tidak ada keperluan yang mendcsak 

seperti akreditasi sekolah dan penerimaan bantuan pemerintah yang 1nengharuskan 

adanya kepe1nilikan dokumen tanah yang jelas serta sarana dan prasarana yang 

sesuai dengan SPM Dinas Pendidikan. 
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Komunikasi turut berperan dalam implementasi kebijakan pelaksanaan 

Standar Operasional Prosedur, komunikasi antara pimpinan dan pegawai/stafyang 

mengurusi rekomendasi ijin operasional sudah efektifterlihat dari basil wawancara 

yang dilakukan dimana ketika itu Kepala Bidang sedang tidak ada di tempat namun 

proses rekomendasi ijin operasional SD tetap berjalan meski tanpa paraf dari 

Kepala Bidang, akan tetapi dengan ketentuan bahwa seluruh pcrsyaratan sudah 

terpenuhi dan telah dilakukan survey lapangan. Hal ini menunjukk.an bahwa dengan 

komunikasi yang efektif, karyawan scbagai orang yang mengimplementasikan 

kebijakan tahu barus melakukan apa, sehingga hat tersebut mengurangi distorsi 

i1nplementasi. 

Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri \kegiatan 

yang terus-menerus, yang ticlak mempunyai pennulaan atau akhir clan selalu 

berubah-ubah. Komunikasi merupakan suatu proses mengenai pembentukan, 

penyampaian, penerimaan clan pengolahan pesan. Dengan aclanya komunikasi yang 

lancar, akan memberikan kesempatan pacla bagian-bagian organisasi untuk saling 

bcrkomunikasi clan mengkoordinasikan kegiatan agar tujuan oraganisasi dapat 

tercapai. Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam setiap gerak kehidupan 

manusia, komunikasi juga telah mcnjadi bagian strategis. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari aktivitas komunikasi ini adalah 

menciptakan pemahaman. 

Komunikasi sangat penting peranannya bagi kehiclupan sosial, budaya, 

politik dan pencliclikan, karcna ko1nunikasi merupakan proses dinamik 

transaksional yang mempengaruh1 penlaku, yang mana sumber dan penerimaannya 

sengaja menyandi (to code) perilaku 1nereka unhlk menghasilkan pesan yang 
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mereka salurkan melalui suatu saluran (Channel) guna merangsang atau 

memperoleh sikap atau perilaku tertentu sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. 

Oleh karena itu yang harus ditekankan adalah bagaimana komunik:asi bisa 

berjalan efektif dan efisien sehingga pesan yang diterima, ditafsirkan sama antara 

komunikator clan komunikan. Artinya komunikasi yang efektif, terjadi tidak hanya 

sekedar saat seseorang telah melekatkan arti tertentu terhadap perilaku orang lain 

tetapi juga pada persepsinya yang sesuai dengan pemberi pesan atau informasi. 

3. Faktor~faktor yang Mendukung Pelaksanaan Standar Operasional 

Prosedur Rekomendasi Ijin Operasional Satuan Pendidikan (SD) 

Faktor pendukung pada pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

Rekomendasi Ijin Operasional Satuan Pendidikan (SD), yaitu: 

a. Faktor pendukung proses internal yang lancar 

Kelangkapan persyaratan administrasi yang dimiliki oleh Satuan 

Pendidikan (SD) menjadi pendukung Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

Rekomendasi Ijin Operasional Satuan Pendidikan (SD) oieh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo, Berikut ini pendapat Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas 

Pendididikan Kabupaten Probolinggo : 

"untuk persyaratan yang bersifat administratifpihak sekolah biasanya 

dengan mudah dapat memenuhinya. Karena persyaratan administratif 

yang di1ninta dari waktu kewaktu relatif hampr sama. Pihak satuan 

pendidikan hanya mengcopi u\ang persyaratan administratif yang 

sudah ada sebelu1nnya, atau kalaupun harus mcmbuat dokumen yang 

baru relatif tidak membutuhkan waktu yang la1na. Namun akan 
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prasarana dan dokumen kepemilikan tan ah tidak dapat terpenuhi ". 

(Sumber : Wawancara Hari Kamis 8 November 2018) 
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Hal Senadajuga disampaikan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalibuntu 

I, ditanya mengenai Kelengkapan persyaratan administratif, mengungkapkan 

sebagai beri.kut : 

"untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 

dalam memperoleh rekomendasi ijin operasional Satuan Pendidikan 

(SD), boleh dibilang cukup mudab dan arsipnya sudah ada di sckolah 

1nasing-masing, namun demikian ada beberapa item yang menjadi 

penghambat seperti terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang 

sesuai dengan SPM, kemudian dokumen kepemilikan tanah". 

(Sumber: Wawancara Hari Jumat, 9 November 2018) 

Faktor pendukung ini hendaknya dapat dijadikan sebagai modal untuk dapat 

mengevaluasi dan mengkaji ulang SOP datam pengurusan Reko1nendasi ijin 

oeperasional Satuan Pcndidi.kan (SD), agar pelaksanaan SOP itu sendiri dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien secara utuh. Sehingga Satuan Pendidikan (SD) 

yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat memiliki ijin operasional dengan 

mudah. 

b. Faktor pendukung proses internal yang terkoordinasi 

Dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja suatu instansi pemerintah 

menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang 

efektif, maka perlu adanya proses implementasi kebijakan yang dala1n ha! ini 

pelaksanaan SOP rekomendasi ijin operasional dengan efektifyang bisa dilakukan 
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bila segala prosesnya sudah terkoordinasi dengan efektif. Dari basil wawancara 

yang dilakukan dengan empat orang informan, keempatnya menyatakan bahwa 

segala proses yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sudah 

terkoordinasi dengan baik termasuk implementasi pelaksanaan SOP rekomendasi 

ijin operasional, semua pihak sudah mampu untuk bekerjasama dengan baik serta 

mampu menterjemahkan tupoksinya masing-masing sehingga kebutuhan akan 

pelayanan rekomendasi ijin operasional bisa terlak.sana dengan efektif. 

Satuan Pendidikan (SD) yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo 

sangat menginginkan pelayanan yang cepat. Satuan Pendidikan (SD) sudah 

semakin jarang n1cngeluhkan proses pelayanan yang sering di tunda-tunda, karena 

pelayanan yang tadinya lambat sudah bisa diselesaikan dengan cepat. Karena ada 

target waktu yang sudah ditentukan untuk melayani administrasi rekomendasi ijin 

operasional Satuan Pendidikan (SD). Sebagian besar Satuan Pendidikan (SD) 

menganggap bahwa aparat pemerintah sudah tanggap terhadap keluhan yang ada. 

Ketika Satuan Pendidikan (SD) mengadukan keluhan, aparat sudah langsung 

memberikan arahan serta upayd untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut 

dengan tetap mengikuti prosedur. Kecepatan aparat/ petugas pelayanan dalam 

penanganan keluhan Satuan Pendidikan (SD) terkait ketanggapan aparat terhadap 

keluhan Satuan Pendidikan (SD) serta tingkat kapabilitasnya sudah relatf tidak ada. 

Aparat/ petugas pelayanan yang ccpat dalam 1nenangani keluhan Satuan Pendidikan 

(SD) menunjukkan ketanggapannya terhadap keluhan Satuan Pendidikan (SD). 

c. l<'aktor pendukung sumber yang dimiliki 

Sumber-sumber yang dimilik1 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo untuk pelaksanaan SOP rekomendasi ijin operasiona! satuan 
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pendidikan SD disini yaitu sumber daya rnanusia dan sumber lainnya berupa sarana 

dan prasarana pendukung baik di internal Dinas Pendidikan maupun yang dimiliki 

sekolah, ha! tersebut menjadi pen ting karena dalam proses organisasi membutuhkan 

SDM yang mumpuni untuk menjalankan proses organisasi sehingga nantinya 

tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan memberikan kesempatan bagi seluruh 

karyawan Dinas Pendidikan untuk terus 1nenge1nbangkan kemampuan diri dari 

keterampilan diharapkan mampu memperoleh SOM yang berkualitas untuk 

memberikan pelayanan terbaik. kepada satuan pendidikan. Sarana dan prasana yang 

dimiliki Dinas Pendidikan .juga terus berusaha untuk dibenahi dan ditambah 

sehingga dala1n proses pe1nberian layanan atau implemcntasi SOP nantinya bisa 

maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah diharapkan mampu menjadi 

pendukung untuk proses pemberian rekomendasi ijin operasional meski pada 

kenyataannya belum mampu, yang dibuktikan melalui hasil wawancara 

sebelumnya. 

d. Faktor pendukung efisiensi 

Scbagaimana yang sudah disampaikan oleh George C. Edward (dalam 

Subarsono, 2011: 90~92) melihat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

cmpat variabcl yang salah satunya adalah struktur birokrasi, di1nana semakin 

panjang struktur birokrasi maka akan semakin sulit untuk melakukan pengawasan 

terhadap proses pcmberian rckomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD. 

Yang terjadi pad a Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tidak dcmikian, ha! ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kaibuntu I 

Keca1natan Kraksaan yang menyatakan bahwa proses pelayanan yang diberikan 

oleh Dinas Pendidikan sudah efektif dan efisien. Pelayanan tidak 1ne1nbutuhkan 
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waktu yang lama clan kemudaban demi kemudahan sering didapatkan oleh satuan 

pendidikan. 

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

Rekomendasi ljin Operasional Satuan Pendidikan (SD) 

Merujuk dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa terjadi 

hambatan pada pendekatan proses (Internal Process Approach) yaitu: 

a. Kelengkapan sarana dan prasarana SD 

Dalan1 Standart Operasional Prosedur rekon1endasi ijin operasional satuan 

pendidikan SD ketika sampai pada tahap veriftkasi berkas ijin opersional terdapat 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh lernbaga yaitu terpenuhinya sarana dan 

prasarana SD dan dokumen kepemilikan tanah, ha! ini yang menjadi penghambat 

dalam proses dikeluarkannya rekomendasi ijin operasional sehingga prosesnya 

menjadi lama dan berhari-hari. Sarana dan prasarana SD menjadi sangat penting 

meningat hal terscbut 111enjadi akses lembaga untuk kelancaran proses belajar 

mengajar, bagaimana kenyamanan murid ketika belajar dengan kondisi ruang 

disekat jadi dua. Maka akan tcrjadi kcgaduhan dan tldak mudab untuk 

berkonsentrasi. Ke giatan operasiona\ lembaga jug ad ikatakan akan baik j ika sarana 

clan prasarana sekolahnya men1adai. Mcngenai faktor penghambat dala1n 

pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) rekomendasi ijin operasional 

satuan pendidikan (SD) Kepa\a Bidang Pembinaan SD Dinas Pendididikan 

Kabupaten Probolinggo, rnenyatakan sebagai berikut : 
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"Kami di bidang Pembinaan SD yang juga menangani sarana dan 

prasarana SD memang sampai sekarang menjadi PR bersama Dinas 

Pendidikan melalui Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk 

sama-sama menyelesaikan PR tersebut, paling tidak kami mampu 

untuk memenuhi sarana prasarana sehingga sesuai SPM. K.aitannya 

dengan rcko1nendasi ijin operasional adalah salah satu syarat untuk 

bisa beroperasi suatu lembaga yaitu dengan pemenuhan sarana dan 

prasarana sekolah, jika sarana dan prasarananya memadai dan 

kelengkapan dokumen tanahnya juga jelas maka rekomendasi ijin 

operasional akan segera kami keluarkan, namunjika tidak maka kami 

butuh tu run ke lapangan dan memastikan langsung sehingga kami bias 

mengambil kebijakan lain untuk tetap mengeluarkan rekomendasi ijin 

operasional tersebut". 

(Sumber : Wawancara Hari Kamis tanggal 8 November 2018) 
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Menurut staf di Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten 

Probolinggo, mengenai faktor penghambat, menyampaikan sebagai berikut : 

"Senada dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Bidang 

Peinbinaan SD bahwa penghambatnya disini adalah dari factor 

persyaratan yang kami ajukan dimana ada itemyang kadang lembaga 

ihl su\it untuk memenuhinya, yaitu sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah, sehingga memperlambat kami untuk memberikan 

rekoinendasi ijin operasional karena kami harus run1n ke lapangan". 

(Surnber : Wawancara Hari Ka1nis tanggal 8 November 2018) 
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Sedangkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalibuntu I ditanya mengenai 

faktor penghambat yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, 

mengungkapkan sebagai berikut : 

"sepanjang yang kami tahu untuk mengurus rekomendasi ijin 

operasional ini bukanlah hat yang sulit karena SOPnya sudah berjalan 

dengan efektif namun demikian ketika proses pemenuhan persyaratan 

yang harus dipenuhi mencantumkan kelengkapan sarana dan 

prasarana, pada kenyataannya masih banyak lembaga yang belum 

terpenuhi sarana dan prasarana di sekolahnya". 

(Sumber : Wawancara Hari Jumat 9 November 2018) 

Pemyataan senada juga disampaikan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sepuh 

Gembol I, yang menyampaikan sebagai berikut : 

"Sarana dan prasaran sekolah menjadi salah satu persyaratan dari 

Dinas Pendidikan yang memang harus dipenuhi sehingga akan terbit 

rekomendasi ijin operasional, karena kamipun pernah terhambat 

prosesnya mengingat belum terpenuhinya saran dan prasarana yang 

ada di sekolah kami. Dalam prakteknya sarana dan prasarana sekolah 

memang 1nenjadi akses murid dalam proses belajar mengajar sehingga 

kegiatan operasional lembaga bisa berjalan dengan baik". 

(Sumber : Wawancara Hari Kamis tanggal 15 November 2018) 

Sarana dan prasarana sekolah menjadi akses bagi seluruh anggota sekolah 

baik itu murid 1naupun guru dalam memperlancar proses belajar mengajar di 

sekolah. Karena jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik makaha! 
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tersebut akan mengbambat proses kegiatan operasional yang akan berjalan di 

sekolah. 

b. Sumber Daya Manusia 

Tak dapat dipungkiri bahwa peran pegawai/staf memiliki kedudukan dan 

fungsi yang sangat berarti. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasional 

prosedur sebagai acuan kerja para pegawai/staf. Agar pekerjaan para pegawai dapat 

terarah dan menjadikan sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga 

dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) merupakan suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk 

mendorong dan n1enggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Faktor 

Sumber Daya Manusia disini maksudnya adalah ketika ada sebuah pennasalahan 

yang dihadapi dala1n pcmberian rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan 

(SD)-antara petunjuk yang ada di SOP berbeda dengan kondisi di lapangan. Untuk 

itu perlu adanya modifikasi dan adaptasi cara kerja pegawai/staf dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Mcngenai faktor penghambat yang berkenaan dengan Sumber Daya 

Manusia dalam ha! ini pegawai dan kondisi dilapangan, dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) rekomendasi ijin opcrasional satuan pendidikan (SD) 

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendididikan Kabupaten Probolinggo, 

menyatakan sebagai berikut : 

Terkadang kondisi kenyataan dalam kinerja para karyawan tidak 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tcrlebih pada pekerjaan real 

dilapangan yang sering juga didapari Standar Opersional Prosedur 

(SOP) tidak dipatuhi. Hal ini ada baiknya dilakukan jika keadaan 
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tersebut tidak memungkinkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

tersebut dilaksanakan. Tetapijika Standar Opersional Prosedur (SOP) 

ini selalu tidak dipatuhi karena perketjaan yang terjadi dilapangan 

berbeda, nantinya akan berdampak pada peraturan yang lainnya ikut 

tidak dipatuhi pula. Sehingga kesadaran pegawai akan pentingnya 

Standar Opcrasional Prosedur (SOP) akan mulai luntur karena faktor 

terbiasa dengan keadaan. Sehingga akan berdampak pula pada 

komunikasi pegawai satu dengan yang lainnya yang cenderung tidak 

terarah, dan akan berdampak pula pada kualitas mutu yang 

diharapakan". 

(Somber : Wawancara Hari Ka mis tanggal 8 November 2018) 

102 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan staf Bidang Pembinaan SD Dinas 

Pendidikan Kabupaten Probolinggo, mengatakan sebagai berikut: 

"Dalam penyelesaian pekerjaan terkadang pegawai atau staf disini 

membutuhkan improvisasi dalam menyelesaikan pekerjaan atau 

bahkan bekerja tidak sesuai SOP. Dengan tidak mematuhi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku akan menimbulkan 

permasalahan. Sebelum permasalahan menjadi rumit maka diperlukan 

sebuah pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan 

memcriksa atau menilai (audit) kepatuhan pegav.:ai terhadap Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Cara ini merupakan langkah awal untuk 

melakukan perbaikan dalam suatu masalah. Menjadi sebuah langkah 

perbaikan secara bertahap dan terus menerus serta dapat rnenemukan 

dan memperbaiki masalah yang timbul sebelum permasalahan 
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tersebut menjadi serius". (Sumber : Wawancara Hari Kamis tanggal 

8 November 2018) 

103 

Pegawai/staf didalam mengimplementasikan tugas mereka dituntut agar 

melakuk:an kewajiban mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan 

organisasi/instansi. Menjalankan sesuai standar akan memberikan dampak yang 

positif bagi kemajuan organisasi/instansi. Standar atau peraturan operasional akan 

memudahkan bagi pegawai/staf dalam setiap pekerjaannya serta dapat 

menyelaraskan masing-masing pegawai/staf sehingga mempunyai satu tujuan satu 

komando atau perintah didalam pekerjaan pegawai/staf tersebut. Standar dikatakan 

baik jika standar dalan1 organisasilinstansi terse but dapat menjadi alat komunikasi 

bagi pegawai/staf satu dengan pegawai/staf yang lainnya sehingga pekerjaan dapat 

terarah dengan baik. Dengan demikian akan menjadikan seorang pegawai/staf baik 

dan terarah. Selain standar perusahaan menjadi suatu alat komunikasi 

organisasi/instansi mempunyai struktur organisasi agar pegawai/staf dapat 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan disetiap masing-masing bidang 

pekerjaannya. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga mempermudah pegawai/staf 

dalam melakukan aktivitas peketjaan mereka 1nasing-masing. Alur pekerjaan dapat 

lebi.hjelas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelayanan 

yang akan diberikan pega\vai/staf juga akan memuaskan. Sehingga tak dapat 

dipungkiri bahwa didalam organisasi/instansi harus memiliki Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Sehingga perlu adanya kesadaran dalam diri pegawai/staf untuk 

mematuhi prosedur yang berlaku dan pcntingnya mematuhi prosedur yang telah 

ditetapkan. Dampak positif yang akan pegawai/staf terima jika para pcga\vai/staf 
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mematuhi prosedur yang ditentukan. Pelayanan yang memuaskan dan kualitas yang 

bermutu akan tercermin pada citra organisasi/instansi tersebut. 
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A. Kesimpulan 

'JAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

105 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang karni lakukan maka dalam 

kesi1npulan ini kami menyarnpaiakan jawaban atas pertanyaan dari tujuan 

permasalahan yang sudah kami sampaikan diawal yaitu pelaksanaan pemberian 

rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD di Kabupaten Probolinggo secara 

umum berjalan dengan efektif, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh infonnan 

pada pembahasan sebelurnnya. Dikatakan efektif karena dalam prosesnya pemberian 

rekomendasi ijin operasional ini sangat mudah dilakukan baik oleh pemohon maupun 

pemberi layanan yang dalam hal ini adalah satuan pendidikan SD dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Probolinggo. Namun dernikian efektif disini belumlah sepenuhnya, 

mengingat ada point yang tennasuk dalam proses pemberian rekomendasi ijin 

operasional yang belum mampu untuk dipenuhi oleh satuan pendidikan SD, yaitu 

dalam hal pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana sekolah, dimana ha\ ini 

merupakan persyaratan yang penting, rnengingat Dinas Pendidikan hanya 

mengeluarkan rekomendasi ijin operasional saja sehingga masih ada tahapan 

berikutnya untuk satuan pendidikan agar bisa mendapatkan ijin operasional satuan 

pendidikan SD yang akan dikeluarkan oleh Dinas Penana1nan Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 
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Kemudian jika diturunkan ke dalarr_ indikator sebagaimana yang sudah 

peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya maka akan diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Proses internal yang berjalan lancar 

Dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin operasional, pelaksanaannya 

sudah berjalan lancar utamanya proses secara internal karena terjalinnya 

komunikasi yang efektif diantara karyav.·an,pimpinan dan juga pihak luar yaitu 

satuan pendidikan. Sehingga tercipta proses internal yang lancar. 

2. Proses internal yang berjalan secara terkoordinasi 

Keseluruhan proses di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sudah 

terkoordinasi secara efektif. Kebijakan pimpinan yang dalam ha! ini Standar 

Operasional Prosedur rekomendasi ijin operasional satuan perididikan dapat 

-diimplementasikan dengan baik oleh para pegawainya, sehingga proses pembrian 

rekomendasinya terhadap satuan pendidikan bisa dilakukan dengan efektif. 

3. Memusatkan pada sumber yang dimiliki 

Hal ini yang belum mampu terpenuhi dengan efektif, mengingat masih ada sumber 

selain sutnber daya tnanusia yang sudah bisa terpenuhi dan diberi peluang untuk 

mengembangkan diri, yaitu sumber lainnya berupa sarana ~an prasarana sekolah 

yang sampai saat ini masih menjadi PR bersa1na Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Pendidikan, dengan cara memenuhi kebutuhan akan sarana clan prasarana sekolah 

yang sesuai dengan SPM. 

Pada sumber daya manusia juga terdapat kelemahan, dimana pemberi layanan 

masih memberikan kelonggaran kepada satuan pendidikan SD untuk tetap 
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mengeluarkan rekomendasi walaupun persyaratann sarana dan prasarana belurn 

terpenuhi. 

4. Menggambarkan tingkat efisiensi 

Sebagaimana prinsip Good Govemace yang di dalamnya ad.a prinsip efektif clan 

efisien, maka implementasi Standar Operasional Prosedur ini sudah dikatakan 

efektif clan efisien walaupun tetap belum sepenuhnya mengingat masih ada 

persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh satuan pendidikan SD yaitu sarana dan 

prasarana. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian, peneliti dapat mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat rnemberikan manfaat bagi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD : 

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah syang memadai serta 

dokumen kepemilikan tanah yang jelas sehingga dalam proses pemberian 

rekomendasi ijin operasional dapat berjalan dengan efektif secara utuh clan 

menyeluruh. 

2. Memberikan pemahaman kepada scluruh pegawai/staf untuk terus menerapkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyelesaikan pekerjaannya karena 

dapat memberikan langkah-langk:ah kerja yang lebih efektif, efesien, clan konsisten 

sesuai dengan keadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo saat ini. 

Dengan begitu diharapkan waktu penyelesaian sebuah pekerjaan bisa lebih cepat 
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sehingga output dapat bertambah, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja Dinas 

Pendidikan Kabupaten Probolinggo. 

3. Selalu memberikan ruang bagi pegawai untuk terns rnengembangkan kernampuan 

dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di limgkungan 

Dinas Pendidikan yang nantinya akan berdampak bagi pelayanan yang akan 

diberikan kepada sekolah dalam proses pemberian rekomendasi ijin operasional 

sekolah. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standart Operasional Prosedur 

secara berkala guna mengetahui apakah pelayanan sudah berjalan sesuai dengan apa 

yang menjadi harapan pihak·pihak yang mengurus rekomendasi ijin operasional 

satuan pendidikan (SD), selain itu juga untuk rnemperbaiki kinerja dari pelaksanaan 

SOP tersebut. 
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~'I 1' 

Lampiran 1 

PEDOMAN WA W ANCARA 

l. Bagaimana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur rekomcndasi ijin 

operasional satuan pendidikan SD? Ulka dihubungkan dengan indikator proses 

internal yang berjalan lancar) 

2. Apakah proses pemberian rekomendasi ijin operasional satuan pendidikan SD 

sudah terkoordinasi dengan efektif? 

3. Apakah sumber-sumber yang ada sudah dimanfaatkan secara efektifl 

4. Apakah pelaksanaan Standar Operasional Prosedur rekomendasi ijin 

operasional satuan pendidikan SD sudah menggambarkan tingkat efisiensi? 
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.. I 

CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PROBOLINGGO 
2017 

IP·01.1 1 
Jumlah kelompok permuklman permanen yang sudah dilayani SD/Ml dalam 
'arak kurang dari 3 km I 100 

IP·01.2 1 
Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam 
·arak kurang dari 6 km I 100 

IP-02.1. I Jumlah SD/Ml yang semua rombongan belajamya tidak melebihi 32 orang I 98 

IP·02.2. 1 
Jumlah SD/Ml yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis 
untuk setiap rombel 60 

IP·02.3. I Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajamya tidak melebihi 36 orang 98 

IP·02.4. 1 
Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan 

1 papan tulis untuk setiap rombel 71 

IP·03.1. I Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi 
dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik I 11 

IP·03.2. l Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk 
demonstrasi dan eksperimen peserta didik I 1 

Jumlah SD/Ml yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan 
IP·04.1. l kursi untuk s~tiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan stat kependidikan I 35 

lainnya 
-

IP·04.2. 1 
Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja 
dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya I 37 

IP·04.3. Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah I 57 dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi 

IP·05.1 Jumlah SD/Ml yang memilikl satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik I 100 

IP·05.2. 1 
Jumlah SD/Ml yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru 
untuk daerah khusus I 96 

IP-06. 1 
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk 
daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran I 8 

IP·07.1. Jumlah SD/Ml yang memiliki 2 orang gun. y<..ng memenuhi kualifikasi akademik 
I 96 S1 atau D-IV 

IP·07.2. Jumlah SD/Ml yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik I 88 

IP-08.1 . 1 
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV 2: 70% 
(untuk daerah khusus 2: 40%) I 85 

IP-08.2. 1 
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah 
memiliki sertifikat pendidik 2: 35% (untuk daerah khusus 2: 20%) I 45 
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I 
IP·22.1. 

Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran I 100 yang diampunya 

IP·22.2. Jumlah SD/Ml ya.1g telah memenuhi IP-22.1 I 100 

I IP·22.3. Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-22.1 I 100 
i Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk 

f i 
IP·23.1. membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta dldik I 100 

IP-23.2. Jumlah SD/Ml yang telah memenuhi IP-23.1 I 100 

IP·23.3. Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-23.1 I 100 

IP-24.1. Jumlah SD/Ml yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan 
1 memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester I 95 

IP-24.2. 1 
Jumlah SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan 
memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester I 88 

IP·25.1. Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta 
hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester 1 100 

IP-25.2. Jumlah SD/Ml yang telah memenuhi IP-25.1 100 

IP·25.3. Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-25.1 100 

Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir 
IP-26.1 I Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) I 100 

kepada orangtua peserta didik 

Jumlah SD/Ml yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan 
IP·26.2. I kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama kabupatenlkota I 79 

pada setiap akhir semester 

IP-26.3. 
Jumlah SMP/MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan 

I kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota I 41 
pada setiap akhir semester 

IP-27.1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan 100 
IP-27.2. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan 15 
IP-27.3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik 15 

44236

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



IP-09. 
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1atau0-IV 

I dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mata I 13 
pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa lnggris, dan PKn 

IP-10. 1 
Jumlah kepala SD/Ml yang berkualifikasi akademik S-1 atau 0-IV dan memiliki 
sertifikat pendidik 

I 78 

IP-11. 1 
Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau·D-IV dan telah 
memiliki sertifikat pendidik 

I 70 

IP-12 1 
Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah merniliki 
kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pen9!,dik 

I 100 

Pemerintah Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk 
IP-13 I membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses I 100 

embelajaran efektif 
Jumlah SD/Ml yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan 

IP-14.1. I dan setiap kunjungan selama ~ 3 jam untuk melakukan supervisi dan I 49 
embinaan 

Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap 
... I IP-14.2. I bulan dan setiap kunjungan selama 2: 3 jam untuk melakukan supervisi dan I 61 

pembinaan 

Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 
IP-15.1. I dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang I 41 

disediakan oleh sekolah 

IP-15.2. I Jumlah SD/Ml yang telah m'emenuhi IP-15.1. Sekolah I 20 

IP-16.1. 1 
Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditel9pkan kelayakannya oleh 
Pemerintah yang disediakan oleh sekolah 

14 

IP-16.2. Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah 8 

IP-17 Jumlah SD/Ml yang memiliki set peraga dan bahan IPA - secara lengkap 14 

IP-18.1. Jumlah SD/Ml yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi 31 

IP-18.2. Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi 22 

IP-19.1. Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu ~ 37,5 jam 54 

IP-19.2. Jumlah SD/Ml yang telah memenuhi IP-19.1 45 

IP-1 9.3. Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-19.1 27 

IP-20.1. Jumlah rombongan belajar yang merr.enuhi standar 66 

Jumlah SD/Ml yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 
IP-20.2. I 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas 1-11 18 jam per I 45 

minggu, kelas 11124 jam per minggu, dan kelas IV-VI 27 jam per minggu 
Jumlah SMP/MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah 

IP-20.3. I selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII-IX selama I 49 
27 jam Qer minggu 

IP-21.1. 1 
Jumlah SD/Ml yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku I 100 

IP-21.2. 1 
Jumlah SMP/MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku I 100 
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1' 

St:andar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi ljin Operasional 
Satu.an. Pen.didkao {SD) 

I. Pemohoo mengambil fonnulir . dari loket fonnulir dan petugas loket 

memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon. 

2. Setelah f omrnlir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke front 

office. 

3 Pemeri.ksaan kelengkapan berkas oleh petugas di / runt uffice. Apabila berkas 

tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi . Apabila berkas lengkap maka data pemohon akao diinput, 

kernud1an petugas front office akan menyerahkan berkas tersebut kepada 

Bidang Pembinaan SD 

4. Berkas diterima oleh staf Bidang Pembinaan SD untuk kemudian di verifikasi 

clan dilakukan survey lapangan. 

5. Setelah melakukan survey l~pangan, maka staf Bidang Pembinaan SD seksi 

Kelembngann Sarana akan membuatkan rekomendasi untuk dinaik.kan ke 

Kepala Dinas Pendidikan. 

6. Kurang lebi~ satu sampai dua hari rekomendasi akan turun dari Kepala Dinas, 

di petugas/ront office. 

7. Front office akan memberikan informasi pada Bidang Pembinaan SD bahwa 

rekomendasi ijin operasional sudab turun, dan staf Bidang Pembinaan SD 

Seks1 Kelembagaan Sarana dan Prasarana akan menghubungi pemohon untuk 

mengambil rekomendasi tersebut. 

44236

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 5 Riwayat Hidup 

Nama 
NIM 
Program Studi 

Tempat!Tanggal Lahir 
Riwayat Pendidikan 

Riwayat Pekerjaan 

Alamat 

Nomor Telefon 

YUNITA NUR LAILI, S.STP 
500650291 
Magister llmu Administrasi Bidang Minat 

Administrasi Publik 

Sumenep, 8 Juni 1985 
Lulus SD di SDN Latsari III Tubao pada tahun 

1997 

Lulus SMP di SMPN 3 Tuban pada tahun 2000 

Lulus SMA di SMAN I Tuban pada tahun 2003 

Lulus S 1 di STPDN pada tahun 2007 
Tahun 2007 s/d 2008 sebagai staf di BKD 

Tahun 2008 s/d 2013 sebagai staf di Bag. 

Protokol clan Rumah Tangga 

Tahun 2013 s/d 2015 sebagai lurah di Kelurahan 

Kandang Jati Kulon Kraksaan 
Tahun 2015 s/d 2017 sebagai Kepala Ca bang 

Dinas Pendidikan Kecamatan Wonomerto di 
Dinas Pendidikan 
Tahun 2017 s/d 2018 sebagai kasi kelembagaan 

Sarana dan Prasarana SD di Dinas Pendidikan 
Tahun 2018 s/d sekarang sebagai 

Kasi Usaha Perdagangan di 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Perumahan Sumber Taman lndah AA 15 
Kota Probolinggo 

082299853495 

Jcmber, Januari 20 19 

YUN IT A NUR LAI LI, S.STP 
NIM.500650291 
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